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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Pengusahaan.
Pengadaan. Jalan Tol. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PRT/M/2010
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

a

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 sampai
dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2005 tentang Jalan Tol diperlukan pedoman pengadaan
pengusahaan jalan tol ;

bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
27/PRT/M/2006  belum  memenuhi  kebutuhan
pengaturan Pengusahaan Pengadaan Jalan Tol, oleh
karenaitu perlu dilakukan penggantian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman
Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 4489) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5019);

Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presden RI Nomor 13 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negarg;
Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungss Kementerian Negara
serta Susunan Organisas, Tugas dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008.

Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN
JALAN TOL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
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Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol adalah proses pelelangan pengusahaan
jalan tol sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presden RI
Nomor 13 Tahun 2010.

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk
melaksanakan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.

Badan Usaha adalah perusahaan Indonesia dan/atau perusahaan asing yang
mempunyal kemampuan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bermitra/bekerjasama (konsorsium) antar sesama perusahaan asing
dan/atau perusahaan Indonesia mengikuti Pengadaan Pengusshaan Jalan
Tol.

Peminat adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum sesuai ketentuan
hukum Republik Indonesa atau ketentuan hukum negara lain yang
berminat mengikuti Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol dan menyampaikan
aplikasi dokumen prakualifikasi.

Peserta Lelang adalah Peminat yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi
olen Panitia, diundang mengikuti pelelangan jalan tol oleh Panitia,
mengambil Dokumen Lelang serta menyampaikan dokumen penawaran
kepada Panitia sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang.

Pemenang Lelang adalah Peserta Lelang yang ditetapkan oleh Menteri
sebagal pemenang Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah
perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri atas nama
Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan
pengusahaan jalan tol.

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen
prakualifikasi.

Dokumen Prakualifikas adalah dokumen prakualifikasi Pengadaan
Pengusahaan Jalan Tol termasuk lampirannya yang disusun, ditetapkan dan
diterbitkan oleh Panitia.

Aplikasi Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen prakualifikasi termasuk
lampirannya yang telah diisi oleh Peminat berdasarkan ketentuan dokumen
prakualifikas dan disampaikan kepada Panitia sesuai jadwal yang yang
telah ditentukan dalam pengumuman prakualifikas.
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Dokumen Pelelangan adalah dokumen pengusahaan jalan tol yang
dipergunakan sebagai dasar penawaran.

Peninjauan Lapangan adalah kegiatan peninjauan lapangan yang dilakukan
oleh Panitia bersama dengan Peserta Lelang pada rencana trase ruas jalan
tol yang dilelang.

Dokumen Penawaran adalah dokumen berisi penawaran pengusahaan jalan
tol yang diserahkan oleh Peserta Lelang kepada Panitia untuk mengikuti
pelelangan pengusahaan jalan tol, sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Dokumen Lelang.

Jaminan Penawaran adalah jaminan yang disediakan oleh Peserta Lelang
untuk mengajukan penawaran, dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan
oleh bank umum nasional dengan besaran, jangka waktu keberlakuan,
bentuk sertaisi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Lelang.

Harga Perkiraan Sendiri Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut
HPSPJT adadlah harga yang disusun oleh panitia, termasuk dokumen-
dokumen beserta lampirannya sebagai acuan evaluas penawaran.

Masa transsi adalah jangka waktu pengoperasian jalan tol oleh Badan
Usaha Jalan Tol sementara terhitung sgjak selesainya masa konstruks jalan
tol yang dibiaya Pemerintah, atau selesainya masa konses, atau
pengakhiran PPJT sebelum berakhirnya masa konsesi, sampa dengan
ditetapkannya Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan Pengusahaan
Jalan Tol.

Pengalihan Saham adalah perubahan pemegang saham dan/atau susunan
pemegang saham.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan
yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.

Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah Perseroan
Terbatas yang didirikan oleh pemenang lelang khusus untuk
menandatangani dan melaksanakan PPJT sesuai dengan ketentuan dalam
Dokumen Lelang.
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22. Dukungan Pemerintah adalah kontribus fiskal ataupun non fiskal yang
diberikan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam
rangka meningkatkan kelayakan finansia Proyek Kerjasama.

23. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansa dan/atau kompensasi
dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan
Usahamelalui skema pembagian resiko untuk Proyek Kerjasama.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol disusun dengan maksud:

a. sebaga pedoman panitia dalam melaksanakan Pengadaan Pengusahaan
Jalan Tol.

b. untuk menetapkan Badan Usaha yang mempunyai kualifikas yang
memenuhi syarat dan kemampuan usaha ditinjau dari aspek
administrasi, hukum, teknik dan keuangan untuk melaksanakan
pengusahaan jalan tol.

(2) Tujuan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol agar pelaksanaan pengadaan
pengusahaan jalan tol dilakukan secara adil, terbuka, transparan, bersaing,
bertanggung-gugat, dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol meliputi kegiatan
prakualifikasi, tata cara dan evaluasi, serta metode Pengadaan Pengusahaan
Jalan Tol.

(2) Pengadaan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap prakualifikas dan tahap
pelelangan bagi Peminat yang lulus prakualifikas.
Bagian Keempat
Prinsip Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
Pasal 4
Pengadaaan pengusahaan jalan tol dilakukan berdasarkan prinsip:

a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan
harus memperoleh perlakuan yang sama;

b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan
Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
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